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PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kkn

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang
dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam

perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Meidy Rizani bin Mulyadi S, tempat/tanggal lahir Kuala Kapuas, 29
Mei 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTP,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan
Menteng Il RT. 006 RW. 000, Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas,
dengan domisili elektronik pada alamat emalil

Meidyrizani766@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Neni Karlina binti Davit, tempat/tanggal lahir Puruk Cahu, 21 April
1999, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan
Menteng Il RT. 006 RW. 000, Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas,
dengan domisili elektronik pada alamat email
Meidyrizani766@gmail.com, sebagai Pemohon
II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il dan memeriksa

bukti-bukti di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
tertanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 23 Februari 2021 dengan
Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Kkn, telah mengajukan permohonan
Isbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016, Pemohon | dan
Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di
Jalan Warga Dalam, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kabupaten
Gunung Mas.;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali
hakim, yaitu penghulu kampung bernama H. Norhan karena wali nasab
Pemohon Il tidak ada yang beragama Islam. Adapun saksi nikahnya
masing-masing bernama:

a. Mulyadi,

b. llahiyan bin H. Ibramsah.

Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus perjaka
dan Pemohon Il berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian
nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon II
bertempat tinggal di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, tidak pernah
bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Al-Fandy bin
Meidy Rizani, lahir di Tewah, 04 April 2018;

6. Bahwa Pemohon | tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I,

begitu juga Pemohon Il tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
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7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah melaporkan
kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon | dan Pemohon |l
tentang hukum, sehingga sampai saat pernikahan Pemohon | dan
Pemohon |l tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon | dan Pemohon Il
membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun
guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9.
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar biaya perkara

ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon |
(Meidy Rizani bin Mulyadi S) dengan Pemohon Il (Neni Karlina binti
Davit) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016, di
Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan
hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan, Pemohon | dan Pemohon Il
datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon |
dan Pemohon II;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon |

dan Pemohon Il telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Meidy Rizani,
NIK: 6210032905970001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 24-11-2017

(bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

atas nama Neni Karlina, NIK: 6210036104990001 yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung

Mas tanggal 13-12-2017 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6210032311170002 yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung

Mas tanggal 24-08-2020 (bukti P.3);
Surat-surat bukti tersebut di atas oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah
dinazagelen, kemudian diberi kode P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah
mengajukan dua orang saksi;

1. H. Aydrus bin Idris, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 22 Agustus
1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko,
Tempat tinggal di JI. Perintis No. 24 RT. 010 RW. -, Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah tetangga
Pemohon | dan Pemohon Il. Saksi tersebut telah memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa setahu saksi, Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan

suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon | dan

Pemohon II;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2016, di

Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah

wali hakim yaitu penghulu kampung bernama H. Norhan, karena wali

nasab Pemohon Il semuanya tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mulyadi dan llahiyan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah
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Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada

hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang

untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon | dan Pemohon Il pada saat

menikah adalah Perjaka dan Perawan;
- Bahwa sekarang ini Pemohon | dengan Pemohon Il tinggal bersama

di Kelurahan Tewah, dan selama itu tidak ada yang menggugat
pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah

pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il sampai saat ini telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon | tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan

Pemohon Il juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa dahulu Pemohon | dan Pemohon Il ketika menikah tidak

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ketidaktahuan

Pemohon | dengan Pemohon Il tentang hukum;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il mengajukan isbat nikah ini

untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;
2. Mulyadi bin Subli, tempat tanggal lahir Kapuas, 03 Maret 1973, Agama

Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jl.
Perintis, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung
Mas, saksi adalah ayah kandung Pemohon |. Saksi tersebut telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa setahu saksi, Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan

suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon | dan

Pemohon II;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2016, di

Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah

wali hakim yaitu penghulu kampung bernama H. Norhan, karena wali

nasab Pemohon Il semuanya tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan llahiyan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
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hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang

untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon | dan Pemohon Il pada saat

menikah adalah Perjaka dan Perawan;
- Bahwa sekarang ini Pemohon | dengan Pemohon Il tinggal bersama

di Kelurahan Tewah, dan selama itu tidak ada yang menggugat
pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah

pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon |l sampai saat ini telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon | tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I, dan

Pemohon Il juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa dahulu Pemohon | dan Pemohon Il ketika menikah tidak

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ketidaktahuan

Pemohon | dengan Pemohon Il tentang hukum;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il mengajukan isbat nikah ini

untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;
Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tidak

mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka untuk
selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita
acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il atau para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah

merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il Edisi Tahun 2013 Mahkamah
Agung RI, permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ini telah diumumkan
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun namun selama
dalam tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan
tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Kuala Kurun karena merasa dirugikan dengan adanya
permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat
dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hukum lIslam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah
suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang
berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini
telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon | dan Pemohon Il
adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima
persona standi in judicio) atau mempunyai legal standing dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunter
yang menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya,
maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah ini diajukan atas
dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Dalam hal
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan
itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
huruf e vyaitu: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 19747,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Minggu
tanggal 17 Juli 2016 di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten
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Gunung Mas, dengan wali nikahnya adalah wali hakim yaitu penghulu
kampung bernama H. Norhan karena wali nasab Pemohon Il semuanya
tidak ada yang beragama Islam, dan disaksikan oleh 2 orang saksi
masing-masing bernama Mulyadi dan llahiyan bin H. Ibramsyah dengan
maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon | berstatus perjaka dan
Pemohon Il berstatus perawan, serta Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan
sesusuan ataupun sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan
Pemohon | dan Pemohon I, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon
| dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam
serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg “siapa yang
mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya
itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu”, oleh karenanya
kepada Pemohon | dan Pemohon Il dibebani pembuktian untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan bukti tertulis (P.1), (P.2) dan
(P.3) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti- bukti tersebut, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa (P.1), (P.2) dan (P.3),
merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai
alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan
relevan dengan dalil permohonan para Pemohon maka berdasarkan
ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis
Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil
sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih
lanjut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2
serta P.3, maka terbukti bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bertempat
tinggal di wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, oleh
karenanya Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara

yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon | dan Pemohon I,
tidaklah termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan
seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat
formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan
para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan
saksi-saksi antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian,
dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai
Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat
diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon
telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain
berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan Pemohon |
dan Pemohon Il karena saksi-saksi tersebut menghadiri dan mengetahui
proses akad nikah pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il, sehingga
keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il yang telah dipertegas keduanya di persidangan serta
didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah
sumpah, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
secara Islam pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 di Kelurahan
Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dan wali
nikahnya adalah penghulu kampung bernama H. Norhan selaku wali
hakim karena wali nasab Pemohon Il semuanya tidak ada yang

beragama Islam, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama
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Mulyadi dan llahiyan bin H. Ibramsyah dengan mahar berupa uang
sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab

dan gobul;
- Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon | berstatus

perjaka dan Pemohon Il berstatus berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan sedarah dan

sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya

perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon

Il telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, tetap
beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat

atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dahulu tidak

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ketidaktahuan

Pemohon | dengan Pemohon Il tentang hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan Penetapan

Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kurun ini untuk

mendapatkan bukti autentik perkawinan;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka harus

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan
suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 di
Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dan
menurut ketentuan hukum agama Islam yang dianut oleh Pemohon | dan
Pemohon Il pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat
pernikahan serta tidak ada yang menghalangi keabsahan pernikahan, dan
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak dicatatkan di Kantor
Urusan Agama karena ketidaktahuan tentang hukum, bukan karena
adanya iktikad tidak baik untuk sengaja tidak mencatatkan pernikahan
secara resmi, sehingga pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon I
tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengambil alih sebagai pertimbangan
hukum doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anathuth Thalibin
Juz IV halaman 254 yang berbunyi:
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Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang
perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya

seperti wali dan dua orang saksi;
Dan juga dalam Kitab al-Mughni Juz VII halaman 18 yang berbunyi:
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Artinya:  Apabila seorang perempuan yang tidak memiliki wali nasab
dan tidak ada pula aparat pemerintah (yang bersedia
menikahkan), maka ada satu riwayat dari Imam Ahmad, yang
menunjukkan bahwa perempuan tersebut dapat dinikahkan

oleh lelaki yang adil (sebagai wali hakim) atas seizin

perempuan itu;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat
(2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin tertib administrasi penduduk
khususnya dibidang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim secara ex
officio memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
melaporkan atau mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas
agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Buku Nikah
Pemohon | dan Pemohon Il karena hal tersebut merupakan kewajiban
pemerintah. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana
maksud Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
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24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Meidy Rizani bin

Mulyadi S) dengan Pemohon Il (Neni Karlina binti Davit) yang
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016, di Kelurahan

Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk

mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh

puluh ribu rupiah) kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Kamis tanggal
18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1442
Hijriah, oleh kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.l., M.H. sebagai Ketua
Majelis, serta dan Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imadudin, S.Sy.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada
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para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota,
dan dibantu oleh H. Abdul Khair, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri

oleh Pemohon | dan Pemohon Il secara elektronik;

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,
Zainul Hal, S.Sy. Muchamad Misbachul Anam, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota ll,

Mohammad Imadudin, S.Sy.
Panitera,

H. Abdul Khair, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran ...........ccoocoeeeeiiiiiiiineeeiiiieeenn. Rp 30.000,00
2. Biaya PrOSES......cciiiiiiiiieiee ettt Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan .......ccccccccooviiiiiiiiiee e Rp 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan.............cccccoeviiiviniennnn. Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi........c.cooviiiiiiiiiiiiiieeeiieee e Rp 10.000,00
6. Meterai.......coooeeiieniiiiiiiiiiiiiii Rp 10.000,00

Jumlah Rp170.000,00

Terbilang: (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
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